BAB Il1

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk Independensi yang dikaji dari perspektif UU PPSK, bahwa
dalam UU PPSK bentuk independensi OJK sebagai lembaga negara yang
independen dalam fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, penyidikan. Hapusnya frasa bebas dari campur tangan pihak lain
membuat potensi untuk mereduksi independensi OJK. Bentuk independensi
OJK dilihat dari kriteria independensi organisasional yang dikaji dari
pengangkatan Dewan Komisioner, dan Independensi akuntabilitas yang dikaji
dari pelaporan dan akuntabilitas OJK, sudah menunjukan bahwa OJK adalah
lembaga yang independent, tetapi bentuk independensi dalam Kkriteria
Independensi finansial yang dikaji dari sumber pembiyaan OJK tidak
menunjukan bahwa OJK adalah lembaga yang independen karena adanya

intervensi dari pihak lain yakni khususnya dari pungutan.

B. Saran
Ketentuan tentang independensi OJK dalam UU PPSK seharusnya
memberikan penjelasan dalam sumber pembiayaan OJK khususnya dalam
melakukan pungutan seharusnya dihapuskan dan hanya bersumber hanya dari

APBN, sebab OJK dalam peruabahan UU PPSK sebagai lembaga negara maka

60



61

sudah sejati mendapat APBN yang tentu akan memberikan penguatan terhadap
independensi OJK. Ketentuan mengenai pungutan yang dilakukan oleh OJK
akan lebih baik jika dihapuskan karena akan memberikan potensi-potensi yang

akan meruduksi independensi OJK dalam mencapai tujuannya.
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